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ABSTRACT 
 

The village is not far removed from its relationship with the Village Head. 

However, the regulations regarding terms of office have been changed several 

times so that there is a misunderstanding between the prospective village head 

and the Village Law, resulting in the emergence of Constitutional Court 

Decision Number 42/PUU-XIX of 2021 concerning Review of Law Number 6 

of 2014 concerning Villages. . This research method uses descriptive techniques 

by describing the problem regarding the impact that occurs regarding the 

periodization of the village head's term of office and the realization of 

democracy after the Constitutional Court Decision Number 42/XIX/2021 on 

Village Law No. 6 of 2014. Impact of the Constitutional Court Decision Number 

42/2021 PUU-XIX/2021 regarding the realization of democracy in Indonesia is 

to limit the term of office of village heads to three terms, thereby reducing the 

potential for absolute power by ensuring that power is not in the hands of one 

person for too long. And extending the head's term of office has a positive 

impact, namely that the village head can optimally realize his Vision and 

Mission for the community. as well as negative impacts, namely the risk of 

abuse of position power.  The impact of this decision on the realization of a 

democratic state is related to the legal strictness and constitutionality required 

in a democratic state. The results of the research are that this decision directly 

places restrictions on the position of village head which is expected to prevent 

abuse of authority and power by the village head. 

 

Keywords: periodization of village heads, constitution, democracy, 

Constitutional Court Decision Number 42 of 2021 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ABSTRAK 

 
Desa tidak jauh dari hubungannya dengan Kepala Desa. Namun aturan masa 

jabatannya beberapa kali mengalami perubahan sehingga terjadi 

kesalahpahaman antara calon kepala desa dengan Undang- undang Desa, 

sehingga berujung pada munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

42/PUU-XIX Tahun 2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa. Metode penelitian ini menggunakan teknik deskriptif 

dengan memaparkan permasalahan mengenai dampak yang terjadi terhadap 

periodisasi masa jabatan kepala desa dan terwujudnya demokrasi pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/XIX/2021 tentang Undang-Undang 

Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dampak Putusan Mahkamah Nomor 42/PUU-

XIX/2021 tentang Terwujudnya Demokrasi di Indonesia adalah membatasi 

masa jabatan kepala desa menjadi tiga periode sehingga mengurangi potensi 

kekuasaan absolut dengan memastikan kekuasaan tidak berada di tangan. 

tangan satu orang terlalu lama. Dan perpanjangan masa jabatan kepala desa 

memberikan dampak positif yaitu kepala desa dapat mewujudkan Visi dan 

Misinya secara maksimal bagi masyarakat. serta dampak negatifnya yaitu 

risiko penyalahgunaan kekuasaan jabatan.  Dampak dari keputusan tersebut 

terhadap terwujudnya negara demokrasi adalah terkait dengan ketegasan 

hukum dan konstitusionalitas yang diperlukan dalam negara demokrasi. Hasil 

penelitiannya adalah keputusan ini secara langsung memberikan pembatasan 

terhadap jabatan kepala desa yang diharapkan dapat mencegah 

penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala desa. 

 

Kata Kunci : periodisasi kepala desa, konstitusi, demokrasi, Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 
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